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ABSTRAK 

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk 

memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan, 

hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian juga dengan perusahaan yang 

bergerak di bidang outsourcing yang wajib memberikan jaminan sosial kepada tenaga 

kerjanya. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS di 

perusahaan outrsourcing dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, 

terutama pada perusahaan outsourcing area Yogyakarta. Diketahui 27 dari 39 

perusahaan outsourcing di Yogyakarta mengalami keterlambatan dalam pembayaran 

iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sedangkan perusahaan tersebut sudah menerima 

dana dari perusahaan user. Padahal dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 

pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa pemberi kerja/perusahaan wajib membayar dan 

menyetor iuran yang telah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu penyusun 

mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan outsourcing terutama 

pada pemanfaatan dananya kemudian dianalisa menggunakan prespektif Maqa>s}id 

asy-Syari>ah dalam hukum Islam, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. 

Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, dengan cara melakukan eksplorasi dan 

tidak bermaksud menguji teori. Penelitian fokus menggunakan data dan fakta sebagai 

pijakan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari Maqa>s}id 

asy-Syari>’ah dalam hukum Islam, maka kegiatan pemanfaatan dana yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya, yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing tersebut 

hukumnya haram atau dilarang untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan 

menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan untuk tenaga kerja. 

Kemudian kegiatan tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dan telah 

gagal dalam memelihara harta (H{ifz} al-ma>l) dan jiwa (H{ifz} an-nafs). 

 

 

Kata Kunci: Outsourcing, BPJS Ketenagakerjaan, Maqa>s}id asy-Syari>’ah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ة

 Tā' T Te د

Śā' S ث | es titik atas 

 Jim J Je ج

 Hā' H{ ha titik di bawah ح

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Z| zet titik di atas ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 Syīn Sy es dan ye ش

 Şād S{ es titik di bawah ص

 Dād D de titik di  bawah ض
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 Tā' T{ te titik di bawah ط

 Zā' Z{ zet titik di bawah ظ

 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em و

ٌ Nūn N En 

 Waw W We و

ِ Hā' H Ha 

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis  muta‘aqqidīn  يتعبقدّيٍ

 ditulis  ‘iddah  عدّح

 

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah  هجخ

 ditulis  jizyah  جسيخ
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh َعًخ الله

 ditulis   zakat}ul-fitri زكبح انفطر

 

IV. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh    ة ر   ditulis   d}araba    ض 

____(kasrah) ditulis i contoh    ف هِى    ditulis   fahima 

__  َ __(dammah) ditulis u contoh   ِكُتت    ditulis   kutiba 

 

V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah  جبههيخ

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā  يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd  يجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 }ditulis   furūd  فروض

 

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  ثيُكى

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قىل

 



xv 
 

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum  ااَتى

 ditulis   u'iddat  اعدد

 ditulis   la'in syakartum نئٍ شكرتى

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  انقراٌ

 ditulis   al-Qiyās  انقيبش

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.  

 ditulis   al-syams  انشًص

 'ditulis   al-samā  انسًبء

 

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  penulisannya 

 {ditulis   z|awi al-furūd ذوي انفروض

 ditulis   ahl al-sunnah  اهم انسُخ
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, dari waktu ke waktu kebutuhan 

manusia akan semakin meningkat, baik itu menyangkut kebutuhan pokok 

ataupun kebutuhan pelengkap. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin 

meningkat tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan 

bekerja. Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan atau individu adalah suatu 

gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup 

badaniah dan rohaniah.
1
 

Kaitannya dengan hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran sebuah 

perusahaan. Dimana antara tenaga kerja dan perusahaan memiliki hubungan 

yang saling membutuhkan satu sama lain. Tenaga kerja bekerja dalam suatu 

perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan 

membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan dengan baik 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan perusahaan.  

Adanya hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan (pemberi kerja) 

maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi mereka. Tenaga kerja disini 

                                                           
1
 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 

2-3. 
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mempunyai hak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 salah satunya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan begitupun 

perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. 

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bukan semata-mata hanya untuk 

kepentingan tenaga kerja saja, melainkan juga merupakan keuntungan bagi 

perusahaan. Karena dengan menjamin kesejahteraan tenaga kerja maka 

produktivitas yang dihasilkan tenaga kerja pun akan baik. Kesejahteraan bagi 

tenaga kerja itu dapat berupa gaji, bonus, dan sebagainya. Akan tetapi ada hal 

yang sebenarnya tidak kalah penting yaitu adanya jaminan sosial bagi tenaga 

kerja. 

Di Indonesia sendiri, pemerintah dalam programnya menerapkan jaminan 

sosial bagi setiap orang termasuk didalamnya tenaga kerja melalui 

pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau sering disingkat 

BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang merupakan 

transformasi dari empat Badan Usaha Milik Negara (Askes, ASABRI, 

Jamsostek, dan Taspen). Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, 

maka dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan.
2
 

                                                           
2
 http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t40179.pdf, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 

14.42 WIB. 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t40179.pdf


3 
 

 

Pada mulanya, dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal, yakni 

jaminan sosial ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia tidak tercakup oleh 

satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja ataupun 

kematian.
3
 Artinya keikutsertaan dalam program jaminan sosial di Indonesia 

masih kurang. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan sosial ini muncul untuk mengatur masalah ini. 

Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk memberikan jaminan 

sosial kepada seluruh masyarakat baik melalui perseorangan, pemberi kerja 

dan/atau pemerintah.  

Menyambung pemaparan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menyebutkan bahwa: 

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya 

sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang 

diikuti”.
4
  

Adanya Undang-Undang tersebut berdampak pada jumlah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang semakin meningkat. Dapat diambil contoh di BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta misalnya, akhir Desember 2016 menurut 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Muhammad Triyono 

mengungkapkan, jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

                                                           
3
 Edi Suharto, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial 

Universal Bidang Kesehatan, cet ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 43. 
 

4
 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 ayat 1. 
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mencapai 250 ribuan orang. Jika dilihat dari demografi dan keseluruhan 

angkatan kerja yang bekerja di seluruh Yogyakarta, jumlah tersebut masih 

relatif kecil. Namun, beliau mengklaim jumlah tersebut mengalami peningkatan 

cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Selama 2016, BPJS 

Ketenagakerjaan mencatat pertumbuhan tenaga kerja baru yang menjadi peserta 

sekitar 34.686 orang dan perusahaan baru yang menjadi peserta mencapai 1801 

perusahaan.
5
  

Dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerajaan Nomor 24 Tahun 2011 

menetapkan apabila suatu perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya 

sebagai peserta BPJS maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi berupa 

sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa teguran 

tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Maka dari itu, 

setiap perusahaan (pemberi kerja) wajib mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi 

peserta BPJS tanpa terkecuali perusahaan sistem outsourcing.  

Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya 

bersumber dari ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 

melalui perjanjian borongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat 

                                                           
5
 Http://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1168051/34/peserta-bpjs-

ketenagakerjaan-di-diy-naik-signifikan-1483511683 diakses pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 23.07. 

 
 

http://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1168051/34/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-di-diy-naik-signifikan-1483511683
http://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1168051/34/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-di-diy-naik-signifikan-1483511683
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secara tertulis.
6
 Jadi Perusahaan outsourcing adalah Perusahaan yang 

menyediakan Jasa tenaga kerja yang meliputi pekerjaan yang akan ditempatkan 

pada perusahaan yang menginginkannya. 

Perusahaan outsourcing sekarang, dalam memberikan jaminan sosial 

tenaga kerja bagi pekerjanya melalui BPJS ketenagakerjaan. Program jaminan 

sosial tenaga kerja yang merupakan hak dari tenaga kerja, meliputi berikut ini: 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

2. Jaminan Kematian (JKM). 

3. Jaminan Hari Tua (JHT).
7
 

4. Jaminan Pensiun (JP). 

Adanya jaminan sosial tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi 

tenaga kerja yaitu tenaga kerja lebih tenang dan aman dalam bekerja karena 

risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika bekerja sudah diminimalisir oleh 

adanya jaminan sosial. Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk selalu 

mencari kemanfaatan atau kemaslahatan dalam setiap langkah dalam 

kehidupan. Hal ini terlihat bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah 

rasulullah SAW yang terumus dalam fiqh, semuanya mempunyai tujuan untuk 

                                                           
6
 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 217. 

 

7
 Purbadi Hardjoprajitno, Hukum Ketenagakerjaan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2014), hlm. 8.5-8.6. 
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kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya’ yang 

berbunyi: 

8ٍينهؼهً زدًخٔيب ازسهُك الا
.  

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta 

alam, termasuk di dalamnya manusia.
9
 

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS di 

perusahaan outsourcing ini dalam pelaksanaannya ternyata terdapat beberapa 

permasalahan, terutama pada perusahaan outsourcing yang ada di Yogyakarta. 

Permasalahan yang penulis ambil yaitu 70% dari jumlah perusahaan 

outsourcing di Yogyakarta selalu mengalami keterlambatan dalam penyetoran 

dana jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan tersebut 

selalu tidak menyetor setiap batas akhir bulan pembayaran yaitu pada tanggal 

15. Padahal perusahaan pengguna sudah membayar apa yang menjadi 

kewajibannya kepada perusahaan outsourcing termasuk salah satunya adalah 

dana untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan pembayaran ini terjadi 

berulangkali hingga terdapat tumpukan tagihan dana yang harus dibayar oleh 

perusahaan outsourcing ke BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Informasi ini 

penulis peroleh sendiri pada waktu mengadakan pra penelitian di bagian 

                                                           
8
 Al-Anbiya’ ayat 107. 

 

9
 Mardani, USHUL FIQH, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 333. 
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Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Kenyataan tersebut jelas 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:  

“Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” 
10

 

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis merasa tergugah untuk 

mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan jaminan BPJS pada perusahaan 

outsourcing di Yogyakarta khususnya pada pemanfaatan dananya.  

Jumlah perusahaan outsourcing yang berada di Provinsi Yogyakarta 

sendiri terdapat 39 perusahaan. Untuk itu tidaklah mungkin penulis melakukan 

penelitian terhadap seluruh perusahaan-perusahaan outsourcing yang ada di 

Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hanya di salah satu 

perusahaan outsourcing di Yogyakarta yaitu  PT. Pesona Cipta Yogyakarta. 

PT. Pesona Cipta sendiri telah memiliki nama yang besar bagi 

perusahaan-perusahaan kemitraannya. Melihat hal tersebut maka tentunya 

banyak pula orang yang tertarik untuk menjadi tenaga kerja di PT. Pesona 

Cipta. Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari bagian 

pemasaraan BPJS ketenagakerjaan Yogyakarta, PT. Pesona Cipta Yogyakarta 

merupakan perusahaan yang termasuk memiliki banyak tagihan dana yang 

                                                           
10

 Undang Undang No. 24 tahun 2011 pasal 19 ayat 2. 
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harus disetor ke BPJS Ketenagakerjaan.
11

 Dari pemaparan latar belakang di 

atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang 

pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang telah diterima perusahaan 

outsourcing dari perusahaan pengguna. Oleh karena itu, penulis mengambil 

penulisan penelitian dengan judul: 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS 

KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OUTSOURCING (STUDI 

KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)”. 

 
 
 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pokok permalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan dana jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS 

ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

2. Bagaimana pandangan Maqa>s}id asy-Syari>’ah dalam hukum Islam 

terhadap pemanfaatan dana jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS 

ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

 
 
 
 

                                                           
11

 Wawancara pra peneletian dengan Bapak Erza, Staff Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan 
Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 07 Juni 2017. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a.     Untuk mengetahui pemanfaatan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi 

pekerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. 

b.     Untuk mengetahui pandangan Maqa>s}id asy-Syari>’ah dalam hukum 

Islam terhadap pemanfaatan dana jaminan BPJS ketenagakerjaan 

bagi pekerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a.     Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya terkait dengan pandangan Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

dalam hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan atau tunjangan 

BPJS pada perusahaan outsourcing. 

b.     Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak 

lain serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain 

dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada 

penelitian ini. 

c.     Menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam khazanah 

intelektual bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, khususnya 
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Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kajian 

Ketenagakerjaan. 

 
 
 
 

D. Telaah Pustaka 

Kajian tentang pelaksanaan kerja telah banyak dilakukan oleh para 

penulis maupun peneliti terdahulu. Diantaranya yaitu sebagai berikut: 

Skripsi Hamid Mustofa (2013), mahasiswa jurusan Mualamat, Fakultas 

Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Implementasi Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih Anugrah” .
12

 Skripsi 

ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan outsourcing pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih yang 

ditinjau dari segi hukum Islam. Hamid Mustofa juga membahas masalah 

perjanjian, pengupahan, jaminan sosial, waktu kerja dan penghargaan terhadap 

masa kerja di PT Karya Kinasih Anugrah. 

Putri Anisatul Mabruroh (2015), “Implementasi Undang-Undang No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. 

PLN Rayon Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang ketidaksesuaian sistem 

outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga dengan Undang Undang No. 13 

                                                           
12

 Hamid Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Outsourcing Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih Anugrah”, Skripsi Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). 
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tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu dalam skripsi ini juga membahas 

terkait dengan kerugian dan upaya hukum yang dilakukan tenaga kerja atas 

sistem yang diterapkan oleh PT. PLN Rayon Purbalingga.
13

 

Skripsi dari Fithriyah Choliliyya (2013) dalam skripsinya yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian 

Kerja Di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.
14

 Skripsi tersebut membahas tentang 

pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dan pekerja. Dari 

penelitian yang telah dilakukan, dia mengambil kesimpulan bahwa menurut 

hukum Islam PKWT yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dan pekerjanya 

adalah fasid karena hanya memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, tetapi 

tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Sedangkan menurut hukum positif 

PKWT ini termasuk akad yang sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian 

yang terdapat dalam KUHPerdata. 

                                                           
13

 Putri Anisatul Mabruroh, “Implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga”, Skripsi Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). 

 

14
 Fithriyyati Choliliyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap 

Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2013). 
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Skripsi Riski Ayu Wijayanti (2016) tentang “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Standard Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”.
15

 

Riski Ayu dalam skripsinya membahas tentang pandangan hukum Islam 

terhadap standard klaim yang ada pada BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil 

penelitian, pembayaran dana klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak 

sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan pada Undang-Undang Sistem 

Jaminan Sosial (UU SJSN). 

Jurnal Heraldi Abiyoga (2017) tentang “Pelaksanaan BPJS 

Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departemen Store Dan Supermarket di 

Kota Yogyakarta”.
16

 Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan BPJS 

Ketenagakerjaan di Gardena Departemen Store dan Supermarket menurut 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dari penelitian yang telah dilakukan, 

heraldi mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di 

Gardena Departemen Store dan Supermarket sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja 

Gardena Departemen Store dan Supermarket dalam memberikan informasi 

mengenai BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya kurang lengkap dan tidak 

                                                           
15

 Riski Ayu Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Standard Klaim Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). 

 

16
 Heraldi Abiyoga, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departemen 

Store dan Supermarket di Yogyakarta”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 
(2017) 
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jelas sehingga pekerja masih bingung dalam menggunakan BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pustaka yang telah penulis baca, pustaka yang 

paling mendekati adalah skripsi milik Fithriyah Choliliyya yang mana objek 

dari penelitian sama yaitu di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Akan tetapi penulis 

masih merasa perlu untuk menuliskan skripsi penulis ini karena dalam skripsi 

milik Fithriyah Choliliyya belum membahas tentang pelaksanaan pemberian 

tunjangan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta 

yang dikhususkan pada pemanfaatan dana iurannya. Pembahasan dalam skripsi 

milik Fithriyah terkait dengan perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) yang 

lebih difokuskan pada upah, jangka waktu perjanjian, sanksi/denda dan akad. 

Oleh karena itu pembahasan dan teori yang digunakan pun berbeda. 

 
 
 
 

E. Kerangka Teori 

1. Outsourcing 

Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan manajemen 

harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia 

jasa outsourcing).
17

 Outsourcing (alih daya) juga dapat diartikan sebagai 

pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu 

                                                           
17

 Andre Setiawan, “Pemenuhan Hak Pekerja Outsourcing yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja 
Normal di PT. Trakindo Utama Balikpapan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 
(2014). 
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badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan 

proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria 

yang telah disepakati oleh para pihak. Outsourcing (alih daya) dalam 

hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan 

pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. pengaturan hukum 

outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64,65 dan 66)
18

 dan dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Perusahaan Lain. 

Praktik outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan 

yang sangat ketat sebagai berikut: 

a.    Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis. 

b.    Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan 

penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat: 

1)  Apabila bagian pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara 

terpisah dari kegiatan utama, 

                                                           
18

 http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html?m=1 
diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 7.42. 

 
 

http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html?m=1
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2)  Bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang 

perusahaan secara keseluruhan sehingga kalau dikerjakan 

pihak lain tidak akan menghambat proses produksi secara 

langsung, dan 

3)   Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan.
19

 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial 

ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial. 

Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi 

didalam pekerjaan.
20

 

Program BPJS Ketenagakerjaan sendiri sebelumnya bernama 

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. 

Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial 

tenaga kerja. Namun sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. 

Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 

                                                           
19

 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan…, hlm. 220-221. 

 

20
 Elias Samba Rufus, “Pelaksanaan BPJS Ketengakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. 

Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 
Yogyakarta (2016). 
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Januari 2014. BPJS.
21

 BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk 

mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan 

perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
22

 

Program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan yaitu sebagai 

berikut: 

a.     Jaminan Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko 

yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 

(pekerja/buruh). Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh 

penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena 

kecelakaan kerja maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. 

b.     Jaminan Kematian 

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja 

akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh 

pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh 

karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban 

keluarga. 

 
 
 
 

                                                           
21

 http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 26 April 2017 
pukul 14.17 WIB. 

 

22
 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 239-241. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
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c.     Jaminan Hari Tua 

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh 

karena tidak lagi mampu bekerja. Dalam hal ini jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan 

sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima 

puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.
23

 

d.     Jaminan Pensiun 

Jaminan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan 

memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, 

mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun 

berbeda dengan Jaminan Hari Tua yang dapat diambil sewaktu-waktu di 

setiap bulannya melainkan akan diberikan saat usia pensiun, cacat total 

tetap atau meninggal dunia. 

Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini wajib dilaksanakan oleh 

pemberi kerja sebagaimana terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja atau 

pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang 

menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja 

                                                           
23

 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 86-87. 
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serta membayarkan kepada badan penyelenggara
24

 dalam hal ini adalah 

BPJS ketenagakerjaan. 

3. Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-

ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Konsep 

Ma>qas{id asy-Syari>’ah pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan 

yang akan diwujudkan menurut kemaslahatan manusia yang bertumpu 

pada wahyu ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah 

menetapkan hukum tidak begitu saja tetapi harus bermuara kepada 

maslahah.
25

  

Syariah memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia yang telah 

dipertegas dalam surat Al-Anbiya’ ayat 21 bahwa manusia diutus untuk 

menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Izzuddin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut: 

لحوالشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصا 26      

                                                           
24

 Abdul Rachman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
1995), hlm. 253. 

 

25
 www.academia.edu Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 12.56 WIB. 
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Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf dalam bukunya 

maslahah adalah searti dengan kata shala>h, bentuk tunggal dari kata 

mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik 

dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang sifatnya menguntungkan 

dan menegakkan atau dengan menarik hal-hal yang dapat merugikan atau 

dengan menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan 

menyakitkan adalah layak disebut maslahah. Secara terminologis syar’i 

maslahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh 

Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan, harta benda denagn tingkat signifikansi yang berbeda satu sama 

lain.
27

 Lalu Imam As-syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga 

tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan 

tahsiniyat.
28

  

Senada dengan Al-Ghazali dan mayoritas ulama, Syatibi juga 

membagi kemaslahatan menjadi 3 tingkatan diatas dan berpendapat bahwa 

maslahah harus tetap berdasarkan pada atau sejalan dengan tujuan nas baik 

Al-Qur’an maupun hadis bukan kepada kepentingan manusia. Sebab 

                                                                                                                                                                      
 

27
 Malthuf Siroj, PARADIGMA USHUL FIQH Negosiasi Konflik antara Maslahah dan Nash, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hlm. 11-12. 

 

28
 Satria Effendi, USHUL FIQH, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 233. 
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menurut al-Syatibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan 

mudah atau terperangkap pada hawa nafsu. Pendapat-pendapat tersebut 

menegaskan bahwa meski maslahah dapat dipakai sebagai sumber hukum, 

namun dalam kerangka ini, ia harus tetap berada dalam bingkai syariah.
29

  

Kemaslahatan itu, melalui analisis maqa>s}id asy-syari>’ah tidak hanya 

dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan 

pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai 

filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.
30

 

Oleh karena itu, setiap maslahah wajib diambil sebagai sumber hukum 

selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta 

tidak bertentangan dengan nash dan atau tujuan-tujuan syariah.
31

 

 
 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
29

 Mudhofir Abdullah, MASAIL AL-FIQIYYAH Isu-isu Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 
2011), hlm. 98. 

 

30
 Asafri Jaya Bakri, KONSEP MAQASHID SYARI’AH Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 65-66. 

 

31
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 433. 
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Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari 

lapangan. Lapangan yang dimaksud disini adalah PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yang 

dimaksud yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga 

dapat mengeksplorasi lebih lanjut untuk mengenal fenomena-fenomena 

untuk keperluan studi selanjutnya.
32

 Dengan demikian, laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut.
33

 Sedangkan analisis yang dimaksud adalah menganalisa 

apa yang telah digambarkan sebelumnya menggunakan kajian hukum Islam 

dengan Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan 

dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data 

yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia.
34

 

Pengumpulan data yang diperoleh dari manusia dengan melakukan  

                                                           
32

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 89. 

 

33
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 

11. 

 

34
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58. 
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wawancara terhadap narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah pihak-

pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pemanfaatan dana 

BPJS ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta seperti pegawai 

yang bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta, pekerja outsourcing PT. 

Pesona Cipta Yogyakarta dan perusahaan kemitraan PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta. Kemudian data yang bersumber dari non manusia yaitu data 

tertulis berupa beberapa dokumen instansi/perusahaan. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-

normatif. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan dengan melihat UU 

No. 24 tahun 2011 tentang BPJS kemudian dianalisis menggunakan 

norma-norma dalam hukum Islam yaitu dengan Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, dengan cara 

melakukan eksplorasi dan penemuan (discovery oriented) dan tidak 

bermaksud menguji teori. Disini, dalam melakukan penelitian 

menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal, bahkan teori akan 

dikesampingkan terlebih dahulu. Penelitian akan memfokuskan 

perhatiannya pada data dan fakta di lapangan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian.
35

 

                                                           
35

 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2010), hlm. 64. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab yang saling 

berkaitan, yaitu: 

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran 

skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan kelanjutan dari bab pertama yang berisikan teori 

yang akan digunakan untuk menganalisa kasus yang ada dalam Bab kegita. Bab 

ini membahas tentang pengaturan outsourcing, Jaminan Sosial BPJS 

ketenagakerjaan dalam hukum positif Indonesia, serta Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

dalam hukum Islam.  

Bab ketiga, berisikan gambaran umum mengenai keadaan PT. Pesona 

Cipta Yogyakarta, seperti profil perusahaan, Visi Misi Perusahaan, serta 

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.  

Bab keempat, berisikan analisis penulis terhadap data-data yang telah 

diperoleh dari lapangan menggunakan pengaturan terkait Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja menurut konsep Maqa>s}id asy-Syari>’ah dalam hukum Islam 

Terakhir Bab kelima, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti, serta memuat saran untuk kemajuan sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan penulisan penyusun yang telah diurai dalam Bab-bab 

sebelumnya mengenai Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona 

Cipta, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. PT. Pesona Cipta sebagai perusahaan yang wajib mendaftarkan tenaga 

kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat 

UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial) telah dipenuhi. Tetapi dalam pelaksanaannya PT. Pesona cipta 

yang merupakan perusahaan outsourcing telah menerima pembayaran 

dari perusahaan pengguna atau user, dalam hal ini tidak menyetorkan 

dana yang telah diterima kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami 

tunggakan sebesar Rp  727,645,958.63 selama periode Juli 2017. 

Manajemen PT. Pesona Cipta mengaku bahwa dana tersebut dialihkan 

untuk keperluan mendesak perusahaan yaitu:  

a. Keperluan operasional 

b. Membayar hutang sewa gedung 

c. Keperluan promosi (entertain)  
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Pengalokasian dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut paling banyak 

digunakan untuk keperluan promosi (entertain) kepada perusahaan mitra 

agar jasa PT. Pesona Cipta tetap digunakan. Hal ini maka tentu 

merugikan tenaga kerja outsourcing itu sendiri, karena akibat tunggakan 

tersebut dana BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dicairkan. 

2. Pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. 

Pesona Cipta dalam Islam merupakan perbuatan yang bathil. Dana BPJS 

Ketenagakerjaan yang seharusnya disetor, dialihkan sebagian besar untuk 

keperluan sponsor atau entertain perusahaan mitra. Perbuatan tersebut 

dapat dikatakan suap atau gratifikasi yang jelas dilarang dalam Islam 

karena tidak menimbulkan kemaslahatan tetapi kemudharatan. Oleh 

karena itu, konsep maslahah menghukumi pemanfaatan dana BPJS 

Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta adalah haram 

(tidak diperbolehkan). Perbuatan cerminan maslahah haruslah 

mendatangkan manfaat bagi seluruh umat manusia bukan hanya sebagian 

saja. Pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta hanya 

memberikan keuntungan manajemen saja, sedangkan tenaga kerja 

outsourcing yang menyangkut hajat hidup orang banyak dirugikan. 

Dalam kajian untuk mencapai tujuan-tujuan syari‟ah (Maqa>s}id asy-

Syari>’ah) tindakan pemanfaatan dana BPJS ketenagakerjaan yang 

dilakukan oleh PT. Pesona Cipta merupakan bentuk penyelewengan dana 
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yang menimbulkan mafsadat atau kemudharatan sehingga ketercapaian 

akan perlindungan harta (H{ifz} al-ma>l) dan perlindungan jiwa (H{ifz} an-

nafs) gagal. Pelanggaran terhadap Maqa>s}id asy-Syari>’ah dalam kajian 

kemaslahatan oleh Imam Al-Ghazali akan menimbulkan kerusakan dalam 

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. 

 
 
 
 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi PT. Pesona Cipta  

PT. Pesona Cipta harus dapat melakukan manajemen yang baik 

terutama bagian keuangan. PT. Pesona Cipta harus benar-benar 

menggunakan dana yang diperoleh dari perusahaan user sesuai dengan 

amanat dan tidak melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya 

entertaint atau keperluan tersebut tidaklah terlalu penting. Ketika sudah 

terjadi hutang lebih besar daripada pemasukan (defisit) sebagaimana yang 

telah dialami oleh PT. Pesona Cipta, seharusnya perusahaan harus 

bertanggung jawab penuh misalnya dengan menjual asset-aset perusahaan 

terlebih dahulu untuk menutup hutang-hutang tersebut. Bukan malah 

menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya disetor. Dana 



102 
 

 

tersebut merupakan hak dari tenaga kerja outsourcing, ketika penggunaan 

dana itu dialihkan maka tenaga kerja tersebut akan sangat dirugikan. 

2. Bagi Pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan) 

Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak yang 

berwenang dalam hal ini, diharapkan dapat lebih memberikan ketegasan 

pada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya. Selain itu juga 

BPJS Ketengakerjaan diharapkan dapat lebih teliti dan ketat dalam 

mengabulkan permohonan-permohonan yang diajukan oleh perusahaan.  

3. Bagi Tenaga Kerja Outsourcing  

Tenaga Kerja Outsourcing diharapkan dapat mengetahui betul apa 

yang seharusnya menjadi hak mereka. Serta dapat lebih memperjuangkan 

hak-hak yang seharusnya mereka dapat dan tidak perlu merasa takut 

karena hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. 

4. Bagi Perusahaan Pengguna (User) PT. Pesona Cipta 

Perusahaan user diharapkan dapat lebih tegas dan ketat dalam 

menjalin kerjasama dengan PT. Pesona, baik dalam perjanjian 

kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun pelaksanaan kesepakatan 

tersebut. 
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September 2017 pukul 15.52 WIB. 

 

www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html diakses pada 

tanggal 29 September pukul 16.06 WIB. 

 

www.jamsosindonesia.com diakses pada tanggal 3 Nomvember 2017 pukul 10. 

25 WIB. 

 

www.pesonacipta.co.id diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 pukul 18.03 WIB. 

 www.academia.edu Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 12.56 WIB 

http://www.kompasiana.com diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 

11.59 WIB 

 

majelispenulis.blogspot.co.id Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 

19.19 WIB 

 

http://acmadyahya.blogspot.co.id diakses pada tanggal 30 November 2017 

pukul 20.31 
 
 

6. Wawancara 

Wawancara pra peneletian dengan Bapak Erza, Staff Pemasaran BPJS 

Ketenagakerjaan Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 07 

Juni 2017. 

 

Wawancara dengan Bapak Nanang Sugiyarto, Marketing Pesona Security Jalan  

Miliran No. 15 Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta,  6 Oktober 2017. 

 

Wawancara dengan Ibu Fitria Widihapsari Puspitarini, HRD PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta, Kantor Pesona Security, Jalan Miliran No. 15, Muja Muju, 

Umbulharjo, Yogyakarta, 6 Oktober 2017. 

 

Wawancara dengan Ibu Rini, HRD PT. Pesona Cipta Yogyakarta, Perumahan 

Taman Merapi Block A. 22 55581 Ngaglik Sleman Yogyakart,  29 

Oktober 2017. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html
http://www.jamsosindonesia.com/
http://www.pesonacipta.co.id/
http://www.academia.edu/
http://www.kompasiana.com/
http://acmadyahya.blogspot.co.id/
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Wawancara dengan Bapak Budi Santoso Kepala BPJS Ketengakerjaan 

Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 02 November 2017. 

 

Wawancara dengan Bapak Puji, Kepala Security (pekerja Outsourcing PT. 

Pesona Cipta  di Ameya Livingstyle Indonesia, Gupawarak Sendangsari 

Pajangan Bantul Yogyakarta, 9 November 2017. 

 

Wawancara dengan Bapak Andi, Manager Operasional Ameya Livingstyle 

Indonesia, Gupawarak Sendangsari Pajangan Bantul Yogyakarta, 9 

November 2017. 
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LAMPIRAN 

TERJEMAH 

NO HAL Fn TERJEMAHAN 

1 6 8 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam 

2 18 26 

Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, 

adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan 

mendatangkan maslahah (kebaikan) 

3 53 71 

Sesungguhnya Syariat itu ditetapkan bertujuan untuk 

tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat 

4 54 72 Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba 

5 54 74 

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka 

itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang 

mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya 

6 61 84 Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat 
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dari segi mafsadatan dan kebaikannya 

7 66 89 

Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh 

saling memudaratkan 

8 66 90 

Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik 

(menggapai) kemaslahatan 

9 67 91 

Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah, dan apa yang 

telah aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu 

kalian (H.R. Muslim) 

10 94 100 

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu 

dengan jalan yang batil, dan janganlah kamus membawa 

urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan 

sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 
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PEDOMAN WAWANCARA 1 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Pada Bagian apa Anda bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

3. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

4. Bagaimana sejarah PT. Pesona Cipta? 

5. Bergerak dalam bidang apa sajakah PT. Pesona Cipta? 

6. Ada berapa cabang PT. Pesona Cipta? 

7. Bagaimana sistem outsourcing di PT. Pesona Cipta? 

8. Bagaimana proses perekrutan dan sistem penyaluran tenaga kerja? 

9. Siapa sajakah perusahaan user PT. Pesona Cipta? 

10. Apa saja masalah yang sering timbul dengan karyawan? 

11. Bagaimana jaminan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta? 

12. Digunakan atau dimanfaatkan untuk apa sajakah dana BPJS Ketenagakerjaan 

tersebut sehingga terdapat tunggakan? 

13. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? 

14. Apa harapan Anda ke depan? 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

117 
 

PEDOMAN WAWANCARA 2 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Apakah Anda tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? Pada 

bagian apa Anda bekerja? 

3. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Pesona Cipta? 

4. Bagaimana proses bergabungnya Anda dengan PT. Pesona Cipta? 

5. Apakah ada kontrak PKWT? 

6. Apakah Anda mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan tercantum 

dalam PKWT? 

7. Apa sajakah kategori jaminan yang Anda dapatkan? 

8. Bagaimana pemenuhan jaminan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta? 

9. Apakah pernah ada masalah terkait dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan 

tersebut? Bagaimana pendapat Anda? 

10. Bagaimana pendapat Anda terkait sistem outsourcing di PT. Pesona Cipta? 

11. Apakah harapan Anda ke depan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 3 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Pada bagian apa Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan? 

3. Sudah berapa lama Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan? 

4. Terkait dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagaimana tingkat kepatuhan 

dari peserta itu sendiri? 

5. Berkaitan dengan perusahaan outsourcing, berapakah total seluruhnya dan 

bagaimana tingkat kepatuhannya? Dalam hal pembayaran iuran apakah lancar 

atau tidak? 

6. Untuk perusahaan outsourcing yang mengalami tunggakan, apakah ada sanksi 

lain selain denda ketika sudah nunggak terlalu lama?  

7. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi hal-hal tersebut? 

8. Apa harapan Anda ke depan? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

119 
 

PEDOMAN WAWANCARA 4 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Pada bagian apa Anda bekerja di PT. Ameya Livingstyle Indonesia? 

3. Apakah benar perusahaan Anda sebagai perusahaan user PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta? 

4. Sudah  berapa lama perusahaan Anda menjalin kerjasama dengan PT. Pesona 

Cipta? 

5. Apakah kewajiban-kewajiban PT. Pesona Cipta sebagai perusahaan penyedia 

jasa tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan baik? Terutama pada jaminan 

BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan. 

6. Bagaimana tingkat kepuasan perusahaan Anda terhadap PT. Pesona Cipta? 

7. Berkaitan dengan dana BPJS yang sering mengalami penunggakan, sebagai 

perusahaan mitra dan menerima dampak juga, bagaimana pendapat Anda terkait 

hal tersebut? 

8. Apa harapan Anda ke depan? 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, Kepala Pemasaran BPJS 

Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan PT. Pesona Cipta 

 

        Ibu Rini, HRD Manager                Bapak Nanang, Staff Marketing 
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3. Wawancara dengan Bapak Andi, Manager Operasional PT. Ameya Livingstyle 

Indonesia (Perusahaan user) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara dengan Kepala Security PT. Ameya Livingstyle Indonesia (tenaga 

kerja oursourcing) 
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I'""y. 

.Nomor : P; 171521 07 :1.011 
Lampiran 

KepadaYth 
Pirnpinan 

Pesona Cipta (UnttBudi Muliatlua) 

20 Juli2017 

Perumahan Taman Merapi BII, A-2255581 NgaglikSleman Di Yogyakarta 
\ . 

NPP LLo.33616 
OJV'· 000, 

Penhal.: Pemberltahuan Tunggakan dan Denda luran 

Berda~arkanPeraluran.f'erneiintall (pj:»No:rnor44t~hu""2(H5, 45 Tahun 2015,dan 46 
T ahlm2015].o PP NOniof 6o..T "hun ·2015sertaPeraturan,MenteriTeria9a .·Keq"Nomor 
26 Tahun 20.15 dah29 Tahun 2615 ternait d,mgan Penyeleilggaraan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakefjaan. bersama in! kami sampaikan sebagai berikut : 
1. Bahwa kewajiban iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus disetor setiap 

bulan atau selambal-Iambatnya pada tanggal15 bulan berikulny". 
2. Dalam hal perusahaan tenambal membayar iuran dari waktu tersebut, maka kepada 

perusahaan dikenakan denda sebesar 2% unluk seliap bulan keterlambatan. 
3. Berdasarkan calatan kami, sampai dengan langgal sural ini, perusahaan Bapak/ibu 

masih belum. menyelesaikan tunggakan luran dan denda dengan rincian sebagai 
beiikuI: 

- Jumlah Tunggakan luran (A) 
- Jumlah Denda (B) 
- Jumlah IBR (luran Belum Rind) (C) 

- Total Tungga'<an lurar. dan Danca (A+B-C} 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

:Rp_ 

83,815,057.0.1 
45,260.,130.79 

0.00 + 

129,075,187.80 

4. Dasar perhitungan iuran adalah sesuai dengan keadaan jumlah tenaga kerja yang 
bekerja pada perusahaan perusahaan Bapak/lbu beserta upah yang diterimanya pada 
bulan yang bersangkutan. 

5. Mengingat kewajiban iuran yang dimaksud berkattan dengan hak-hak lenaga kerja 
perusahaan Bapakllbu, maka kami berharap lunggakan iuran dapal segera 
diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

6. Pemberilahuan dapa! diabaikan, apabila lemyata 8apakllbu telah memenuhi kewajiban 
membayar iuran tersebul diatas, dengan menginformasikan kepada BPJS 
Ketenagake~aan Sdr. Budi Sanloso (email: budi.santoso@bpjskelenagakerjaan.go.id/ 
HP: ) atau Sdr.· Rikma Martllani Ramadhan (email: 
rikma.martliani@bpjsketenagake~aan.gojd/ HP: 081239332305). 

Demikian kamisampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima 
kaslh. 

/ 

Ainui KhoJidt. VOGY:;-\KAR.TiJ.. 

Kepala Kan r Cabang 

Tembusan: 
- Ylh. Kepa aDinsosnakertrans 
- Ylh_ Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta 
- Ylh. Kepala Kanlor BPJS Ketenagake~aan Wilayah Jawa Tengah & DIY 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan JL Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta 55222 

" , 

T (0274) 518953 (Hunting), 545051 F (0274) 518223, 581365 www.bpjsketenagakerjaan.go.id 



. , 

. RIrn;~'rlTJ~~~a~tNai)O~daJUran.perllsahalln"peserta 
. . .' Pertolie :Jull 2017 

KlIntor Gabang 
NPP1Divisi 
Nama Perusahaan 

L()$, 
L[(l3.3?llllPQ.0 •......... 
PeSonll:Qipta (Unil!3udi MuUa[)ua) 

l3ulan •.• I .;. .JuW.~~li.iiHl1 . ,' .. Uml.lf ',' . . .... 
.' ..•.• )lJr1ll"h'r~~~H~~~~ '.' No ····· ... ~mi'· .. ··· •. tahiti! ..... . . ............... Piutang 

102c2013 1;58t,416:17 53 1 ;676,301.14 3,257,717.31 
2.03'2013 . . h58t,416.17 52 1:00;672:82 3,226;088;99 
304'2013 .•.•. ·.·.1;581:4JI>:17 . . 51'.' 1 ;613;$44,49 .' >3.194:490:6.6 
405,2013 ••• .' 1;58.1>416;17 .'50 1;$1;'f1tk;7 ' ...... '. 3;162;ll32:34 
50~O13 r;58t,41R 17 ' '49" 1,549,787.85 .' . . 3,131;204.02 
6 07-2013 1,581,416.17 48 1,518,159.52 3,099,575.69 
7 08-2013 1,581,416.17 47 1,486,531.20 3,067,947.37 
8 09-2013 1,581,416.17 46 1,454,902.88 3,036,319.05 
9 10-2013 1,581,416.17 45 1,423,274.55 3,004,690.72 

10 11-2013 1,581,416.17 44 1,391,646.23 2,973,062.40 
11 12-2013 1,581,416.17 43 1,360,017.91 2,941,434.08 
12 01-2014 1,581,4nn1 42 1,328,389.58 2,909,805.75 
13 02-2014 1;581,416.17 41 1,296,761.26 2;878,177.43 
14 03-2014 1,581,416.17 40 1,265,132.94 2,846,549.11 
15 04-2014 1,581,416.17 39 1,233,504.61 2,814,920.78 
16 05-2014 1,581,416.17 38 1,201,876.29 2,783,292,46 
17 06-2014 1,581,416.17 37 1,170,247.97 2,751,664.14 
18 07-2014 1;581 ;416.17 36 1,138,619.B4 2,720;035c81 
19 08-2014 1,581,416.17 35 1,106,991.32 2,688,407.49 
20 09-2014 1,581,416.17 34 1,075,363.00 2,656,779.17 
21 10-2014 1.581,416.17 33 1,043,734.67 2,625,150.64 
22 11-2014 1,581,416.17 32 1,012,106.35 2,593,522.52 
23 12-2014 1,581,416.17 31 980,478.03 2,561,894.20 
24 01-2015 1,581,416.17 30 948,849.70 2,530,265.87 
25 02-2015 1,581,416.17 29 917,221.38 2,498,637.55 

.26 03-2015 1,581,416.17 28 885,593.06 2,467,009.23 
27 04-2015 1,581,416.17 27 853,964.73 2,435,380.90 
28 05-2015 1,581,416.17 26 822,336.41 2.403,752.58 
29 06-2015 1,581,416.17 25 790,708.08 2,372,124:26 
30 07-2015 1,581,416.17 24 759,079.76 . 2,340,49;;,~3 

31 08-2015 1,581,416.17 23 727,451.44 
.. 

2,308,867.61 
32 09-2015 1,581,416.17 22 695,823.11 2,277,239.28 
33 10-2015 1,581,416.17 21 664,194.79 2,245,610.96 
34 1.1-2015 1,581,416.17 20 632,566.47 2,213,982.64 
35 12-2015 1,581,416.17 19 600,938.14 2,182,354.31 
36 01-2016 1,581,416.17 18 569,309.82 2,150,725.99 
37 02-2016 1,581,416.17' 17 537,681;50 2,119,097.67 
38 03-2016 1,581,416.17 16 506,053.17 2,087,469.34 
39 04-2016 1,581,416.17 15 474,424.85 2,055,841.02 
40 05-2016 1.581,416.17 14 442,796.53 2,024,212.70 
41 06-2016 1,581,416.17 13 411,168.20 1,992,584.37 
42 07-2016 1,581,416.17 12 379,539.88 1,960,956.05 
43 06-2016 1,581,416.17 11 347,911.56 1,929,327.73 
44 09-2016 1,581,416.17 10 316,283.23 1,897,699.40 
45 10-2016 1,581,416.17 9 264,654.91 1,866,071.08 
46 11-2016 1,581,416.17 8 253,026.59 1,834,442.76 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan .11. Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta 55222 

T (0274) 518953 (Hunting), 545051 F (0274) 518223, 581365 www.bpjsketenogakerjaan.go.id 
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Keterangafl : 

Bud; Santoso 

perl1ij[jhgafltersebUl.!.Iiata$(1jt.itlln9/jerda~r"i'npembayaran •. iuran .• bYlan 
Sebe1umnya .. Apabila·. twdapa! perubaf)an. iunmYan9. dlsebabkan .. Kateha . 
perubahan upahatatlmutasi TK akarl dihitung kemud/an.· .. . 

Kepala Bidang Pemasaran 

Kantor BPJS KetenClgakerjaan JI, Urip Sumoharjo 106 Yogya~arta .:S~222 .. ' . < 

T (0274) 518953 (Hunting), 545051 F (0274) 518223, 581365 www.bpjsketenagakerja.an.go.id 
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. ..... , 
". 

Nomor : tb 17.33'" 1 07 J-O 17 
Lampiran . 

. Kepada' Yth 

Pimpinan 

Pesona Cipta Unit Pltu Celukan Bawang .. 

;.DJuli 20i7 

Wismii Hartono Lt lv, JI Jenderal Sudirman'No 59 55223 Gondokusuman Kola 
Yogyakarta DiYogyakarta 

NPP 16065803 
DIV 000 

Peri hal : Pemberitahuan Tunggakan dan Denda luran 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015, 45 Tahun 2015, dan 46 
Tahun-2015j.o PP·Nomor60~Tahun2015serta Paraturan Menleri Tenaga Kerja Nomor 
26 Tahun 2015dan 29 Tahun 20151erkail dengan Penyelenggaraan Program Jaminan 
Sosial Kelenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut : 
1. Bahwa kewajiban iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus diselor setiap 

bulan atau selambat-Iambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. 
2. Dalam hal perusahaan terlambat membayar iuran dari waktu tersebut, maka kepada 

perusahaan dikenakan denda cSebesar2%. untuk.setiap. bulan·keterl"nibalan, 
3. Berdasarkan catatan kami. sampai dengan langgal sural ini. perusahaan Bapak/lbu 

masih be/urn menyelesaikan tunggakan iuran dan denda dengan rincian sebagai 
berikut: 

- Jumlah Tunggakan luran (A) 
- Jumlah Denda (B) 
- Jumlah IBR (luran Belum Rinci) (C) 

:Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

- Total Tunggakan iuran dan Denda (A+B-C) : Rp. 

8,576,880.00 
171,537.60 

0.00 + 

8,748,417.60 

4. Dasar perhitungan iuran ada/ah sesuai dengan keadaan jum/ah tenaga kerja yang 
bekerja pada perusahaan perusahaan Bapak/lbu beserta upah yang diterimanya pada 
bulan yang bersangkutan. 

-5. Mengingat kewajiban iuran yang dimaksl'd berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja 
perusahaan Bapak/lbu, maka kami berharap tunggakan iuran dapat segera 
diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

6. Pemberitahuan dapat diabaikan, apabila ternyala Bapak/lbu telah memenuhi kewajiban 
membayar 'iuran tersebut diatas, dengan menginformasikan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan Sdr. Budi Santoso (email: budLsantoso@bpjsketenagakerjaan.go.idl 
HP: ) atau Sdr. Erza Berti -Santosa (emaii: 
erza.bertisantosa@bpjskelenagakerjaan.go.idl HP: 085640676262). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima 
kasih.' 

.- ~J!:f) 

r.
- Y'OOW,'\f.'{~'l'i'· 

Ainul Kholid 
Kepala Kant r Cabang 

Tembusan: 
.. Yth. Kepala Dinsosnakertrans 
,Yth. KepalaKejaksaan Tinggi OJ Yogyakarta 
.. Yth. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah & DIY 

Kantor BPJS Ketenagak.er.faan J!. Urip Sumoh2l)"jr) 106 Y()~;Y2karta 55222 

T (02!'·'n 3T8953 (Hunting), 545051 F (027'.e:.D 518223., 581365 www.bpjsketenagakerJaan.go.id 

-------~--
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:ilI 
I , BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang 
NPPfDivisi 

.-::-,'.. . 

Rihciak-runggakan dan Denda luran PerLisahaan Peserta 
'PertCYde·,-JuIi2017 -

:L03 

Nama Perusahaan 
;160~58q~/Qq9 , __ 
:pesonaCif'!ajJoitPltu Celukan Bawang 

Keterangan: Perhitungan tersebut dialas dihitung berdasarkan pembayaran iuran bulan 
sebelumnya. Apabila terdapat perubahan iuran yang disebabkan karena 
perubahan upah alau mutas; TK akan dihitung kemudian. 

Budi Santoso 

Kepala Bidang Pemasaran 

Kantor BPjS Ki?t.enagakedaat'f Ji. Udp SU(r'~\)ha(io 10;::. Yogyakarta 55222 

T (0274) 518953 (Hunting), :~45G5'i F (0274) 518223, 58'1365 wVyw.bpjsketenagakerjaan.9o.id 
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I{llutor Caban~~ : 1,03 - KAN'rOR CAlJANG'y,OGVAKARrA 

Nrr-UnltlU1l" ·~oo 
N.m. P"ns.!1).~", PESONA elPTA (UNIT BUill MULIA PI]};) tN> r .. , .... '·N.IK . .. I i<l'J Nama 

ni27$)~O 

j ·l(Jlwjn I' Tll{lggul 
__ . ----'_'.' LI1hil"; 

T 
T 
T 

Daftar Upab Tenaga Kerja 
Periode : ;02.2013 

Per\{)de 

07·: 
~ 

O?."_ 
T{'hi.l; 

.I{alr Ri1jlcl 

O.Oil 

. J 
---~ 

JKK::':· • JKM 

519,095.60 2T,000- ----
27,320.80 

lblam;ur. IiI 
1"ul!J1gpl: It;·(lS·1017 

~ , 
JP I 

00 
00 

--
.00 

roo 

lO;{l~:SB 

Id·~~>(1 



.-; 

<PP 

L6065803 

:.' 

N;una 'Perusahaan 

PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG 

RlNClAN lURAN TENAGA KERJA 

Nama Unit Kerja 

PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG 

l 
----, 

Formulir 2a PU \ 
BPJS Ketenaga~erjaan 

Periode Laporan 

04 2017 

3 1601-13975"65 "15108'0131127401"80,[! "ABDUCHAKirv1" 31·12·1974 1,850,000.00 4.446.'00 5.550.00'" . 6-8:4'5'0:00;---- ffooo.60 : 0.00 0.00'" 
. _._ .•. " . , ...... ," _ •... , .. , .... __ .~. __ ••• ____ ... ._._. ,_.,_ .' _ •.. ..:. .. ,._ . ,. . ".. _____ :_ ._ .•. __ ... ,. __ .J .... ,. 

4 16011397078 :5108010311860003: ABDULKHALIK 03·11·1986 1,850,000.00 4,440.00 5,550.00' 68,450.00: 37,000.00 I 0.00 0.00 

5 !._~6051·864·ii-9· '~08011-6016s0(io3jABDURAAHiB'- ·~:l~~~196~.=-~,.~~.n .. ~,?~~,_o.ci~:'~~J ... __ ._~~~80.00 L. __ .. _~~_"OO~ . 62':'900:00~1- -34,6oo.6o-~-'" ~ __ ~~,~J _ 0-.001 

6 1 16011397268 5108011808900005 AGUSRAHMAN 118.0801990 i 1,700,000.00 r 4,080.00 i 5.100.00 i 62,900.00 i 34,000.00 0.00 i --··-----0.00 I 
···i"·]---16011397300-' 5108013112630035 AHMADALWI 31·12·1963 i 1,700,000.00 I 4,080.00 i 5,100:601 62,900,00 I 34,000.00 0.00 'I'~------O:OO 

'i3 

5.100.00 I 

------'~ 
""~~A~ 
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Nama Perusahaan 

PESONA CIPTA UNIT P~TU CELUKAN BAWANG 

RINCIAN IURAN TENAGA KERJA 

Nama Unit Kerja 

PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG 

1,700;000.00 : 

5,400.00 

'c-A';:;-n/'iri 

p'eriode t.apol:an 

04 2017 

0.00 

0.00 

Formulir 2a PU 

BPJS Ketenagakerjaan 

~~~-~-- -.,--~-.. "{li\t---- -----~~--
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Keterangan 

RlNClAN lURAN TENAGA KERJA 

Nama Perusahaan Nama Unit Kerja 

PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG PESONA CIfTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG 

0) IslaI' formuUr int dapat dlsampaikan kepada BPJS KeleJ;lagakerjaan dalam bentuk media elektronlk (softeopy) ataupun h~sil eetakan 
darl slslam panggaJlan parusahaan poserta yang bOl"Sangkutan, dengan aturan I fonnalyang sesuai dongan kClenluan BPJS 
KetenagakerJaan 

Periode LaporaI) 

04 :2017 

Formulir 2a PU 
BPJS Ketenagakerjaan 

Kota Yogyakarta, 20 September 2017 

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan) 
Jabatan : 
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Perj91ljiun Kefju Wuhu Te!1~'i1f!l - 201 5 

PERTANTiAN~J("ERr AW AKIU TERTE0i'TU 
-. ,,.,:-,:"'" ~JZ;",., . . . . 

No.121jPKWT-PT. AMEYAUVINGSTYLEINDONESIAjIj17 

Pada hari i.ni Jmnat tanggal Satu bulan Jannari TahLm Dna II.ibu Tujuh Betas (01-01-
2017), yang bertanda tangan di bawah ini : 
PI. PESONA CIPTA. yang berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta yang 
didirikan tanggaJ 04 Juli 1993, dalam hal ini diwakili oleh 

~allla 

Jabatan 
Alamat 

: Tvleiria K USU111d 1Vardani, SH. 
: HRDManagei' ,. 
: Gedung 'Nisrild. }-IartcHl.o ! .. .t4 Jl. Jend. Sudirnlan No_59 Yog:yakarta 

. bertindal.: untuk dan at8.5 Jl/una PT. PFSC}~:\ CJF"r .. -\, seL-1.nju.tnv!\ dispbut . 

------------------------------------------.-" PIHAK PERTA:viA 
Nama 
No KIT 

: BUm SE11A IV AN 
:.'I4'7J 051909840001 

cld.laLH hal ini bertindak nntuk dirin\ it sendiri, sc:ldnjutl,Yd dj.st~bljt . 
-. _______ •• __ • ________ • _________ •• ____ • _________ • __ •• _. ___ f, IJl}i /'l. T< 1-<f:1) l}}\ 'i ~ _. __ . _____ ._. ____ .. _____ ... __ ... _ •. _. ___ ... ~_~"' __ 

Bahv'"3 PaL1 r'Lh;.d:~ tersE-hut did.tas se)J~:.kdt dcH! Si.::,tuju lLntu.k .l11crnbl.1Cl.t serta 
D1C';.igi.1<i:-;.tkdn du! dalarn f/t:qanji.an. .1<'(;1'.10. \\.'aKixi 'I"crtc:fl.tll (F'KVv"1,), .yt1"i\)~. 1}l';l.\l(1 l'ihai-.:: 
PP1·t,:1.ll1;;1 n1t1uYCl.takdD s(:bagal Pe111L)(.'ri Ke.rja daJi 1);.f1(":l.i-z .Kcdua rnet1)'ai-akdn ,,:>pi::d,ga: 

Pene.rin12l Kerja, dengan lzetentlJ.an. ej..;rn Sycl.1"?!t -- SYdfi:l1 seL1agai bcriku.t : 

PASALl 
TUCAS DAN PENEIvlPATAN 

1. Pi11ak Keelua l1tt::.ldksanakan .pt~kcriaan yall~J.1 ditugaskan Pihal< Pertdl.na .. denga.fi 
111ener.una dJn 1l1enJ·alan.kan !x:Ler,',·,vi.n 5ivbarJ";;11 kdrVd\·va:n van');!- ditE'ln.1Jatj..-:.an di <.' .' _., > , 

p-r. A\'JFY/\ J_J\iINC~S'r'\'l ~F IT<T)C)f'iJ.:ST/-\ 

'") T}ihak Kcd.Ud bt.-;rscd.i;·] diten\r'i.ltL'ji"i c!.1.:;('JUlllh ri~'~dSl cL-nl hJg(i~ l.:eri~'· Sf:'Ct ;r<i ry 
01eh Pihdk Pcrtanld . 

" 1"\ k K j' " 1, . ,., 'I "I ',., In' .). -11;:1." Cc lE) tn.t'ii1r..;;-;aJLl!"dll ['ugas -::(J!lg tilDen .'(:HI ene.I.t· lil2L'z n:~rtd1l1tl l1en~-:"ln 

sebail,-baiknyi1 dan 1l1t:ngi.kuti pera.turdCl kCP{::t~d\·\'dian. baik yang lX.'ll:1ku di 
Perusalvl.an Pihd.k Per[cHlld ll1i:1LtLlUl1 FihaL J.(l.)ti}?~a ~(:'laku. :tvlitra Perusahaa.n F"i.h.ak 

\ ,-' 
PertdlllcL Pihilk J(edUC1 bt'j"td_ngVl1ngl"(lw~lb I)Uiuh ata~ tUQit':' dan p0kcl')-aal\ 

<--".' L. <.J 

tersebnt SeSl1 lii den9'an llra.idi1. i-u.'2J.'5 \"ctny dih·:.'rik{HI. 
~: <. ' ,) 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - 2015 ~~lN 

PASAL2 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

1. PeJianjian ini berlaku terhltung dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 
Desember 2017. 

2. PeJianjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua Selah Pihak dan proses 
perpanjangan perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

3. Silamana jangka waktl! perjanjian kerja yang tersebut pada Pasa12 ayat (1) 
berakhi.I, 111aka hubungan kerja putus clemi hukmn dan Pihak Pertama tidak 
berkev.ajiban memberikan kepada Fihak Kedua kompensasi dalam bentuk 
apapun (Uang Pesangon, Uang Fisah, THR). 

4. Bilamana Piha.k Kedua bermaksud mengakhiri llUbungan kerja sebelum 
pel'janjian ini berakhir, maka Pihak Kedua wiljib menyampaikan secard resmi 
dala.n1 tengga:ng \vaktu 1 (satu) bulan sebelul1.i.nya dan. ll1cu1bayar ganti rug.i 
biaya gaji selama sisil kontrak yang belum dij,llani Pihak Kedua kepada 
Perusahaan. 

P/\SAL 3 
HAK D1'.''\) KEWAJlBI'J" 

10 Pihak Pcrtni1ld berhaj, Inengaddkcln 11lutasi PCll.C111pa.tan terhadap Pihak I(edud 
sesua.i kel:n..1tlJhodI1 l)eru.saha.an dan ata.s haJ tcrSebtlt Pjhak Kedu;:l berJ<ev,:ajibaJl 
l1lelnatuhinyao Jika Pihak l(edua D.1eTlo1a1< / berkeberatan atas 111utasi tersebut 
11laka Pil"tak .Kedua dianggap lllJ:lngundur.kdl1 dirl dan perji:lnj.ia .. tl berak.hir. 

2. A.pabila kinerja Fihak Kedua dinilaj tidaL 11lCJ.11en.1J.hi klolali.fil,.:asi. yang di. terrtuk2H1 
dar'i atau lll.clakukan pclanggal"an berat ~)ebagclinl(ul(l peraturan Perusahaan dan 
ketpntuan hukunl! 11lal-::a Pih"lk T\:rti::l1na n-:elnberikan surat peri.ngatan kcpacL-1 
Pihak Kedud Vd.ng u1en'j:adi d(lsa]' I-'jhak K('dLl,~ untuk n1,~IH!lrndurka!1 diri dan 

e' l-' ' .. ' 

Pihak Ferti:U11d ber.b.cl1;: 111engakhirj', p{~rjaltjidn tl'rbadap Pihak [(edud. 

3. Pihak Kedua v\,EtJoib 1nelltaati se'~ala neratLlran .. kcloJoa vans:r aelel" baik vang <,,.. T ~ ... ") _, 0 

ditetapkan dalanl Perj2uljiall. Kpria "\Vaktu Tertentl1 1.ni H1aupun ketentuan intern 
Perusahaan diu1 J<etl::)ntuClnlntt?f11 Ivhtra Kcrjd r'erusahaan, 

4, Pihak Kedua \.vajib lYH-:njagd llJl1lct baik i.ntcrn Pc{usd.hddJl dan intern l'vlitra Kerja 
Perusahaan. 

50 Pihak I(edui.'i \'\7ajib lncnjagai<erahas.l(Jall yall~,s nH.:~nya.n.gkut infort1l.dsl! 

doku111en/ data Pel"lJ.sahaan dall nasa bah lnitrd Pe.rusahaan,selaIl1a dan sesudah· 
menjalani mas a kontrak dan oleh karendnya Karyawan dilarang memberikan 
atau menyampaikan keterangan baik secara lisan ll1aUplln tertulis menyangkut 
Mitra Kerja Perllsa.haan kepa.da pihak siapapun tanpa seiji.n mih'a Perusaha"rl. 
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PASAL4 
UPAH KARYAWAN 

Hak yang dibayarkan kepada pihak kedua setiap bulan meliputi : 

Gaji Pokok : Rp.1404760 
Tunjangan Hadu' Karyawan : Rp. 250000 fBnIan 
Tunjangan J abatan : Rp. 350000 f Bulan 
Potongan BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji Pokok : Rp_ 

PerjonjlOll Kerja Wni<t(! 7"ert'mtu, 2015 ;:.1 

Potongan BPJS Ketenagakeljaan sebesar 3% dart Gaji Pokok: Rp.42143,-

Pihak Pertama sepakilt memberikan fasilitas kepada Fihak Kedua dan Pihak Kedua 
. sepakat dan b~rsedia menerima fasilitas tersebut dari Pihak Pertama, sebagai 
beriku t : 

(!) Progl:~m UPJS meliputi Jamillan Kecelal~aan Kerja,iaminan Kematian, ]aminan 
Han lua, ]amman Pensmrt dan Jamman Kesehatan, sesual dengan ketentuan 
BPJS yang berlaku. 

2, TunJ'an.§.:ran 1-1.dri. Ravc. (TI-U~) f bagi "karvdlvan den~'dn .lnasa kCfJ'a ~1. tc-lhlll.l sebesaT 
~") --' \ ' ~.. L 

kali gaji pokok. 

PASAL 5 
KETENTlJAN TIDAl< .iVIASUK KERJA 

1. Baln\'d .!<,ary,'y\,"\'an yang 11lcng;:ljukan ilin tidak nldsuk kcrja harus ('\\.1('[ peTsetujU<:lI.! 

dari ,Perusilhdan; jika tidaL add ijiJ1. dari Pt1fusahaal1 dinyatakan nl<itlgl.\ir 

2. Bahwa Piha],.: Kedua yang mangkir se!,11l1a 5 (lima) luri kerid bertmnt-turut eLm 
telah d.iJ.XUlP'g.il 2 (dUcl) kdli den.g:an. l,)atut, ulakd Pihak l<edua di an(J2:c!_1) 

-l. <.J<.. ,! <, \:J<, 

111 eng lUldl! rkan d.iri,/Ulcnp'akhiri hubuIUl'dH kcrl-(j sebcluID ~j(:~rJ'c-111iidJl bE:'l'akll.ir 
'j ,<') <.) " 

sebagaiJJ:tana tcrcanturl1 daJd!11 Pasal :2 arift (4·) tCfsebu.t d.iatas . 

PAS.AL 6 
KETENTUAN SANKSI 

/\pabih, Pi11a1-.:: lZedua tidak rnelal..:sanakan kcv\,·aj.lban sebagaiHl.and yang telah cl.i':-lt'ur 

IJalarll pasa] '3 perjanjiall inj I11al.:a Pihal--: Ked.ud a.kii.fl dikenakan sanks.i at-au deltda 
autaIa lain: 
1. Bahwa ljin yang mengakibatkan Pihak KedLlil udak masuk keIJa J1wka Pihak 

l<edua akan dil<enak:an pinalti / potongan gc1ji sebesar Rp, 80.000 per har.i. 

2. Apabila Pihak Kedua mengllnciurkan diri Stcbdll111 jilngka waktu .Pel'janjian ini 
berakhir.' maka Fillak Kedua mc!epaskan seluruh hak-haknya kepada Pihai'. 
Pertanla dan dikena.kan pinalti sebcsar satu kdJi pf:'l1.g.has.i/.an dil:al.i berapa bulan 
kontrak yang belum diselesaikan . 
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PASAL7 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

pefJonllon Ke(JO Woktu fertentu ~ 20J5 

1. Bilamana dikemudian hari terjadi perselisil1an atau perbedaan pendapat yang 
Timbul diantara kedua belah pil1ak didalam melaksanakan perjanjian ini, 
Maka para pil1ak sepakat untuk menyelesail<annya terlebih dahulu secar'a 
Musyawarah mufakat . 

2. Apabila penyelesaian perseJisihan iui dalam ayat (1) Pasal ini tidale cia pat 
terselesaikan malca kedua pihak menyerahkan persoalan terse but kcpada panitia 
Perselisihan Perburuhan Kota Yogyakarta. 

PASAL8 
BERAKHIRNY A PERJANJIAN 

Peljanjian iill berakhir tanpa adanya kewajiban Pihak Pertama memb(,J[k3n ganti 
rugi dalam bentuk apapun, baik berupa pesangon dan atau. uang jas" dpabila . 

1. Bera.khirnya jangka \,vclktu pt:;rjernjian st:bag?.i.n1.ana diahu d.alan1 pasdJ 2 ayat (1) 
Perjanjian ini. 

2. PiJ.lak I(edud J11cia.kul<all. pelangga.ran ketentuan liukun: / Peraturd.n Perusahaan. 
~ Pihak l(eduiJ tidak h.d.dir berturut - tu.r1..lt.S hari tanpa pernber.italu.1<Jn. 
-:1. Pihak Ked-ua Udal-:: Inenunjukkml prest.:lsi ya.ng baik dalaul bi.dang k~~ria.nya . 
. 3. Putusnya f'crja.njian kcrji'lsa.Jni:l piha.k pcrtdlna den.gan 'User . 

PASA.L 9 
PEl\NYATAAN 

Fihak kedu.a l1H::nlbllat pernyataan yaJ.l.g tnen.l.Pdl~.C1n bag.ian. yang tidal< terpis:aht~arl 
dari perjanjian in i sebagai berikllt : 

1. Pi.hak ked'lla bcrtanggun2:j·i::!.\.vab dan l1H:?!l{o',9anti .kerlH.JTian sena bero.;ed.ia llntuk 
<"J\/ <j <... U 0 

proses secard pidana Dlaupun pen..l.ata, apabib daianl .l11enjalarl.kan. tlLgasuya 
Pihak Kedua terlibat suatu .l)elallgs~aran/ kasus yang n1.engakibatkan keruFian '.J <-' ~ <.,,~ <.") 

baik seCdra moril maUDlin materiil/ financial. , . 

2. Pihak kedua tjdak akan 1J1E'nuntut untu.k diang.kat Dlertja.d.i pega"\·Ydi l"etap ata.u 
pega\\,Tai D1itra kerja pihak pertarna. 

3. Pillak Kedua tidal< akar1 menuntut haL lebih tinggi selain daTi yang telah 
disepakati dalanl perjanjian in.i. b~lik kerada .!Jih.ak Pert-aD.la J.11aUpUn Kepada 
.Mitra Pihak Pertama. 
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Perjanjion Kerja Waktu Tertentu - 2015 lti,J$,~ 

4, Apabila dil<emudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan 
tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan atau dianggap tidak 
mampu bekerja, maka Pihak Kedua dengan itu mengajukan pengunduran diri 
dan tidak akm menuntut apapun kepada pihak Pertama maupun kepada Mih<a 
Kelja Pihak Pertama di kemudian harL 

PASAL 10 
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN 

Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, ak21n di21mr kenmdian dalam 
bentuk perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan sam kesatuan vang tidak 
terpis21llkan dengan perjanji21n pokok 

Denli,kian perjanjian in.i dibuat dalanl. fdngkap 2 (dUd.) yang kedua-duanYd ditanda 
tangani oleh para pjJ1ak yang ber\·verla.ng pacta hari, tanggal dan buldn sebagdim.dll.d 
tersebut pada awal perjanjian ini yang f.n3sing<masing bermeterai cukup daJ1 
ll1empnnyai kekuatan hukum yang sama, 

rTHAK l~ri\!vr A 
,[ } 

i 
/' 

HED Manege]' 

Yogyakartn. . () i Jdnu.dri 20J 7 

PIHAKKLDUA 

i!@YikT'i"'f~j"t 
'1t;'!B'~'f':ii'L ~"",, . 
ii~tEE5AEF463835118In q-
"'i, '"ram ,5 
~ibi()O .~~Jr~" 
ml).f'1 RmU RUPIAH "'~. 

Bl[Dl SETI6-}~iAN 
1< a r.y' a "\-v;) ,n 
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CURRICULUM VITAE 

 

1. Identitas  

Nama   : Sindy Siska Silvana 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 13 September 1996 

Agama   : Islam 

Domisili  : Bantul 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat  : Seropan 2, Muntuk, Dlingo, Bantul, 

Yogyakarta 

Email   : Sisilsindy@gmail.com 

2. Riwayat Pendidikan 

2001-2008  : SDN SEROPAN 

2008-2011  : SMP MUH. 2 DLINGO 

2011-2014  : SMKN 1 BANTUL 

3. Pangalaman Organisasi 

PSM Gita Savana 

Business Law Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah 

4. Prestasi Atau Pelatihan 

September 2013           : Pelatihan kewirausahaan BINGTANG EKA SWATAMA 

(consultant bisnis management & marketing communication) 

November 2013  : Peringkat 6 LKS pemasaran tingkat DIY 

November 2016 : Workshop tentang Pasar Modal 

Februari 2017  : Pelatihan Contract Drafting 

Desember 2017 : Pelatihan Dasar Human Resources 

Desember 2017           : Pelatihan Manajemen Mutu, Lingkungan, OHSAS, SMK3  
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